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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana ajaran penyertaan 

dihubungkan dengan pertanggungjawaban 

pidana dan bagaimana perluasan ajaran 

penyertaan dan tanggung jawab pidana dalam 

tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis normative 

disimpulkan: 1. Penerapan ajaran penyertaan 

terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi 

di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 ayat 

(1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang 

melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh 

(tidak sempurna). Pejabat publik yang 

mengetahui dan atau menyetujui terjadinya 

tindak pidana korupsi. Pelaku materil dan 

pemegang kedudukan swasta yang bersama-

sama melakukan tindak pidana korupsi dengan 

pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam 

tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk 

penyertaan seperti doenplegen, medeplegen, 

uitlokken memiliki keterbatasan untuk 

diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan 

modus operandi yang kompleks atau rumit. 2. 

Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana 

korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran 

penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP 

melalui konsep knowledge dan agreeing pada 

konsep participation yang berasal dari Common 

Law System berdasarkan konvensi internasional 

(UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta 

mengadopsi konsep participation dalam hal ini 

konsep complicity mengenai actus reus dan 

mensrea.  

Kata kunci: Ajaran penyertaan, pidana, korupsi 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Mengkaji Ajaran Penyertaan yang dapat 

melahirkan pertanggungjawaban pidana sangat 

erat dengan rumusan objektif suatu undang-

undang pidana dengan unsur subjektif dengan 

tujuan mencari kebenaran materil dengan tetap 

                                                           
1
 Artikel Skripsi.  Dosen Pembimbing : Dr. Johnny 

Lembong, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH 
2
 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 

100711084 

memperhatikan spektrum kontribusi masing-

masing pelaku. Berdasarkan permasalahan 

yang telah dirumuskan di atas, digunakan 

landasan pemikiran, yaitu Teori Negara Hukum 

sebagai Grand Theory Negara Hukum, Teori 

Sistem Peradilan Pidana sebagai Middle Range 

Theory Ajaran Penyertaan sebagai Applied 

Theory. Menurut Friedrich Julius Stahl.
3
 Pelopor 

hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara 

hukum antara lain adalah adanya perlindungan 

terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan 

atau pembagian kekuasaan, pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

(wetmatigheid van bestuur) serta peradilan 

administrasi dalam perselisihan. 

Negara Hukum di samping mencakup perihal 

kesejahteraan sosial (welfare state) kini juga 

bergerak ke arah dimuatnya ketentuan 

perlindungan Hak Asasi Manusia dalam 

konstitusi tertulis suatu negara. Berdasarkan 

hal tersebut Negara di samping bertugas untuk 

mensejahterakan masyarakat dan memberikan 

keadilan sosial maka negara juga harus 

memberikan perlindungan terhadaphak asasi 

manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I 

ayat (5) danpersamaan di depan hukum 

berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang 

Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara 

Hukum yang Demokratis.
4
 

Pengungkapan dan penerapan ajaran 

penyertaan kepada setiap pelaku korupsi 

secara terbagi habis sangat penting guna 

menghadirkan persamaan di depan hukum 

(equality before the law). Ajaran Penyertaan 

Pidana demikian ada di dalam butir-

butirPancasila dan Pasal 28 D Undang-Undang 

Dasar 1945,
5
 yang melandasi setiap perumusan 

ketentuan dan implementasi Ajaran Penyertaan 
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sebagai perwujudan perluasan 

pertanggungjawaban pidana yang berkepastian 

hukum dan berkeadilan di dalam negara hukum 

Pancasila.
6
 

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak 

Pidana Korupsi erat kaitannya dengan 

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, 

karena menurut Pound bahwa ^�Z��

fundamental conception in legal liability was 

the conception of an act_
7
(konsep dasar 

pertanggungjawaban pidana merupakan 

konsep sebuah perbuatan pidana). Jadi Ajaran 

Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak 

dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan 

Pidana dengan dimensi peran dalam 

penyertaan perbuatan pidana dalam tindak 

pidana korupsi. 

Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini 

berarti, masalah pertanggungjawaban pidana 

bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana 

dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti 

dikatakan Druff, ^�µ����v�]À�� �µ���]}v�� ��}µ��

the proper foundations and scope of criminal 

liability seem to connect with questions about 

the concept of action
8
 (pertanyaan substantif 

mengenai pondasi layak dan ruang lingkup 

pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan 

dengan pertanyaan mengenai konsep 

perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan 

spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi 

amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar 

mengenai perbuatan pidana dan penyertaan 

perbuatan pidana. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana ajaran penyertaan dihubungkan 

dengan pertanggungjawaban pidana? 

3. Bagaimana perluasan ajaran penyertaan 

dan tanggung jawab pidana dalam tindak 

pidana korupsi? 
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C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode yuridis normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Ajaran Penyertaan Dihubungkan dengan 

Pertanggungjawaban Pidana 

Persoalannya bagaimana apabila suatu delik 

dilanggar secara bersama-sama, misalnya 

perbuatan korupsi yang dilakukan A Kepala 

Bagian Anggaran dengan B Bendaharawan 

Khusus yang dibantu oleh C Staf Bagian 

Keuangan dan ternyata dilakukan atas perintah 

D Kepala Biro Keuangan dengan cara membujuk 

masing-masing pelaku untuk diusulkan naik 

pangkat. C berperan tidak memasukkan data 

penerimaan negara bukan pajak dalam neraca 

atau laporan keuangan, sedangkan .B berperan 

menggelapkan uang PNBP dan memberikannya 

kepada D Kepala Biro Keuangan, A sendiri 

sebagai atasan dari B dan C bertindak sebagai 

pihak yang meneruskan perintah D dan 

menyetujui perbuatan pidana tersebut. 

Ilustrasi tersebut melukiskan bahwa 

penggelapan uang negara berupa penerimaan 

negara bukan pajak oleh D adalah perbuatan 

korupsi merupakan satu delik (vide Pasal 2 dan 

3 UU No. 20 Tahun 2001) tetapi terangkai 

merupakan peristiwa pidana yang tidak 

sempurna terjadi, apabila tidak ada andil A, B, 

dan C, walaupun setiap orang secara riil 

melakukan perbuatan yang berbeda-beda. 

Inilah yang dalam ajaran hukum pidana 

(doktrin) disebut deelneming atau 

participation.
9
 

Jadi pengertian penyertaan adalah segala 

bentuk turut campur tangannya orang 

bersama-sama dengan orang lain dalam 

melakukan perbuatan-perbuatan yang 

berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan 

mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang pidana.
10

 

Ketentuan tentang penyertaan dirumuskan 

berdasarkan Pasal 55 KUHP mengambil over 

dari Pasal 47 Wetboek van Strafrecht 

yangdirumuskan sebagai berikut: 

^alsdaders van een strafbaar feit warden 

gestraft (1) zij die het feit plegen, doen 

plegen of medeplegen; (2) zij die door giften, 

beloften, misbruik van gezag, geweld, 
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bedreiging of misleading of door het 

verschaffen van gelegenheid, middelen of 

inlichtingen het feit }�Ì����o]il�µ]�o}ll�v_ 

^d�v�aanzien der laatsten komen alleen die 

handelingen in aanmerking die zij opzettelijk 

hebben uitgelokt, be[nevens hare 

P�À}oP�v_
11

  

 

(dipidana sebagai pembuat sesuatu 

perbuatan pidana: (1) mereka yang 

melakukan, yang menyuruhlakukan dan 

turut serta melakukan perbuatan; (2) 

merekayangdengan memberi atau 

menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau 

martabat, dengan kekerasan, ancamanatau 

penyesatan, atau dengan memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan, 

sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan.)
12

 

 

Dengan demikian menurut ketentuan 

tersebut bahwa ada 4 (empat) bentuk 

penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut 

Pasal 55 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana 

(plegen); pembuat pelaku atau penyuruh (doen 

plegen); pelaku peserta (medeplegen); dan 

penganjur atau pembujuk atau perencana 

(uitlokken). Tanggungjawab pidana dari 

keempat peran dengan bentuk penyertaan 

tersebut sama dengan pembuat sendiri (als 

dader). 

Jadi dengan kata lain dapat diketahui bahwa 

menurut Pasal 55 ayat (1) yang disebut sebagai 

pelaku itu bukan hanya satu orang melainkan 

beberapa orang atau dengan kata lain sebuah 

tindak pidana dapat dilakukan oleh satu orang 

atau beberapa orang dan hal ini disebut sebagai 

penyertaan (deelneming) dan semuanya dapat 

dimintai tanggung jawab pidana. 

Berdasarkan ketentuan yang sama 

^��u��v�µ�v_��]�µuµ�l�v�����P�]����]lµ�W 

^�o��u����o]�Z�]P�v�À�v���v�u]���]i(�Á����v�

gestraft (1) zij die opzetelijk behulpzaam zijn 

bij het plegen van het misdrijf; (2) zij die 

opzetelijk gelegenheid, middelen of 

inlichtingen verschaffen tot het plegen van 
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(dipidana sebagai pembantu sesuatu 

kejahatan (1) mereka yang sengaja memberi 

bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

(2) mereka yang sengaja memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan).
14

 

 

B. Perluasan Ajaran Penyertaan dan 

Tanggungjawab Pidana Dalam Tindak 

Pidana Korupsi 

BerdasarkanUndang-

UndangNomor31Tahun1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

subjek hukumnyaadalah:  

1. Setiap Orang, 

2. Dalamhal tindak pidana 

korupsidilakukanoleh atau atas nama 

suatu korporasi, maka tuntutan dan 

penjatuhan pidana dapat dilakukan 

terhadap korporasi dan atau 

pengurusnya.
15

 

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya 

yang juga menjadi unsur dalam tindak pidana 

korupsi antara lain: 

1. Unsur Subjek, 

2. Unsur kesalahan, 

3. Unsur bersifat melawan hukum (dari 

tindakan yangbersangkutan), 

4. Unsur tindakan yang dilarang atau 

diharuskan oleh perundangan yang atas 

pelanggarannya diancamkansuatu 

pidana, dan 

5. Unsur Waktu, tempat dan keadaan. 

Unsur khas dalam tindak pidana korupsi 

yang terdapat dalam undang-undang adalah:  

1. Setiap orang termasuk korporasi, 

2. Memperkaya diri sendiri, orang 

lain/korporasi, 

3. Dapat merugikan negara, 

4. Perbuatan melawan hukum.
16

 

Adapun ruang lingkup dalam tindak pidana 

korupsiantara lain: 

1. Keuangan negara atau perekonomian 

negara, 

2. Suapmenyuap(menerima janji, tawaran 

dan/atau hadiah untuk melakukan atau 
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tidak melakukan sesuatu dalam 

pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka 

untuk memperoleh keuntungan dari 

tindakan tersebut) baik kepada pejabat 

publik, swasta, maupun pejabat 

internasional, 

3. Penggelapan dalam jabatan, 

4. Pemerasan (Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yang memeras 

orang sama dengan korupsi), 

5. PerbuatanCurang(Pemborong,ahlibangun

an, penjual, pengawas proyek, 

rekananTNI/Polri, Pengawas rekanan 

TNI/Polri yang melakukan atau 

membiarkan perbuatan curang sama 

dengan korupsi), 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 

(Pegawai Negeri atau Penyelenggara 

Negara yang dengan sengaja baik 

langsung ataupun tidak turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, dan atau 

persewaan yang pada saat dilakukan 

perbuatan, untuk seluruh 

atau sebagian ditugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya sama 

dengan korupsi).
17

 

 

Delik korupsi menurut Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, dapat dibagi 

dalam 2 (dua) kelompok-besar yakni kelompok 

pertama, BAB II tentang Tindak Pidana Korupsi 

yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 

20, dan kelompok kedua, BAB III tentang Tindak 

Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak 

Pidana Korupsi yang terdiri dari Pasal 21 sampai 

dengan Pasal 24. 

(1) Rumusan korupsi menurut Pasal 2 

adalah setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara 

atauperekonomian negara. 

(2) Rumusan korupsi menurut Pasal 3 

adalah setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan 
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keuangan negara atau perekonomian 

negara.
18

 

(3) Rumusan korupsi menurut Pasal 5 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 209 KUHP 

(gratifikasi). 

(4) Rumusan korupsi menurut Pasal 6 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 210 KUHP (gratifikasi 

kepada hakim). 

(5) Rumusan korupsi menurut Pasal 7 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 387 atau Pasal 388 KUHP 

(perbuatan curang dalam pengadaan 

barang dan jasa). 

(6) Rumusan korupsi menurut Pasal 8 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 415 KUHP (penggelapan 

surat berharga). 

(7) Rumusan korupsi menurut Pasal 9 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 416 KUHP (pemalsuan 

buku dan daftar guna pemeriksaan 

administrasi). 

(8) Rumusan korupsi menurut Pasal 10 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 417 KUHP (penggelapan, 

perusakan dan penghancuran akta, 

surat dan daftar). 

(9) Rumusan korupsi menurut Pasal 11 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 418 KUHP (gratifikasi 

kepada pejabat). 

(10) Rumusan korupsi menurut Pasal 12 

adalah setiap orang yang melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 419 (gratifikasi berlawanan 

dengan kewajiban pejabat), Pasal 420 

(gratifikasi hakim), Pasal 423 (pejabat 

memeras), Pasal 425 (pejabat 

memeras), Pasal 435 KUHP (pejabat 

turut serta dalam pemborongan barang 

dan jasa).  
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(11) Rumusan korupsi menurut Pasal 13 

adalah setiap orang yang memberi 

hadiah atau janji kepada pegawai 

negeri dengan mengingat kekuasaan 

atau wewenangnya atau oleh pemberi 

hadiah atau janji dianggap melekat 

pada jabatan atau kedudukan tersebut. 

(12) Rumusan korupsi menurut Pasal 14 

adalah setiap orang yang melanggar 

ketentuan undang-undang yang secara 

tegas menyatakan bahwa pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang 

tersebut sebagai tindak pidana korupsi. 

(13) Rumusan korupsi menurut Pasal 15 

adalah setiap orang yang melakukan 

percobaan,pembantuan atau 

pemufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidanakorupsi. 

(14) Rumusan korupsi menurut Pasal 16 

adalah setiap orang di luar wilayah 

negara Republik Indonesia yang 

memberikan bantuan, kesempatan, 

sarana atau keterangan untuk 

terjadinya tindak pidana korupsi.  

(15) Rumusan korupsi menurut Pasal 20 

adalah dalam hal tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh atau atas nama 

suatu korporasi.
19

 

 

Tindak pidana korupsi menurut ketentuan 

ini cukup lengkap, hanya terkait dengan 

penyertaan perbuatan korupsi menurut Pasal 

15 dicoba dirumuskan kembali-.dengan 

u�v�u��Z� ^��u��v�µ�v_U� v�uµv� �]��l�

dijelaskan cakupannya dan korelasinya dengan 

pasal sebelum atau sesudahnya atau dengan 

Pasal 55 dan 56 KUHP. 

Pasal 55 itu sendiri secara doktrinal 

memperlihatkan sistem pokok batas-batas 

pertanggungjawaban peserta yakni pelaku 

peserta (medeplegen), pembuat pelaku (doen 

plegen), pembujuk (uitlokken) kemudian Pasal 

56 yakni pembantu ketika delik terwujud atau 

terlaksana dan pembantu sebelum delik 

terlaksana atau terwujud. 

Oleh karena undang-undang ini seolah-

olah mengatur sendiri mengenai ketentuan 

pernyataan, pada dasarnya tidak demikian, jadi 

hanya berupa penegasan bahwa segala 

perbuatan korupsi yang dilakukan potential 

offender dalam segala peran akan dirujuk pada 
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ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, yang 

mengatur secara limitatif terhadap 

pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan 

selalu erat dengan peristiwa dasar dari suatu 

tindak pidana (strafbaar feit) dan adanya 

kesalahan (schuld) serta ketiadaan alasan 

pemaaf dan pembenar (strafuitsluiting 

gronden)yang melingkupi perbuatan korupsi 

tersebut.
20

 

Rumusan Korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 

tetap seperti yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tetap 

hanya ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 

rumusannya diubah dengan tidak mengacu 

pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana tetapi langsung menyebut 

unsur-unsur yang terdapat dalam masing-

masing pasal Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang diacu dan sebutan gratifikasi 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara yang menerima suap yang berhubungan 

dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya seperti 

tersebut dalam Pasal 12B Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001.
21

 

Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam 

Pasal 55 KUHP Indonesia pertama antara 

pembantuan dengan peserta lain dalam 

penyertaan pidana yakni: 

Pertama, penyuruh (pembuat pelaku) dan 

penganjur (pembujuk) selalu dilakukan sebelum 

delik dilakukan atau terwujud, dan ini harus 

dibedakan dengan pembantuan suatu delik 

yang juga terlaksana sebelum delik terwujud. 

Kedua, penyuruh (pembuat pelaku) dan 

penganjur suatu delik memiliki kapasitas 

sebagai aktor intelektual (dalang atau mannus 

domino] yang memiliki inisiatif timbulnya suatu 

kejahatan, sedangkan kapasitas demikian tidak 

dimiliki oleh pembantu kejahatan. 

Ketiga, selain daripada itu, pembantuan 

hanya terbatas pada kejahatan saja yang dapat 

dipidana, kemudian kesengajaan pembantuan 

kejahatan melingkupi 3 (tiga) corak perbuatan 

yakni pemberian kesempatan, pemberian 

keterangan dan pemberian sarana. Bedanya 

dengan penyuruh (pembuat pelaku) atau 

                                                           
20

Mia Amiati Iskandar, Loc Cit, hal. 172 
21

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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penganjur (pembujuk) selalu kesengajaan 

hanya ditujukan untuk terlaksananya suatu 

delik. 

Jadi pertanggungjawaban penyuruh 

(pembuat pelaku) atau penganjur (pembujuk) 

baik delik dilakukan maupun delik tidak secara 

penuh dilakukan hanya terbatas apa yang 

disuruh dan dianjurkan saja. Tetapi sebaliknya 

pembantuan delik juga hanya terbatas 

pembantuan misalnya ketika delik 

dilaksanakan. Jadi pemberian bantuan tersebut 

baik bersifat materiil berupa perbuatan 

tertentu maupun intelektual yakni berupa 

sarana sebagai hasil pemikiran jahat. Oleh 

sebab itu, pembantuan dapat berwujud 

pelaksanaan (commission) maupun pembiaran 

(omission). 

Korupsi merupakan persoalan hukum dan 

ekonomi suatu bangsa yang telah ada sejak 

ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju, 

maupun di negara berkembang.Perkembangan 

masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah 

sedemikian parah, yang mana sering 

diidentikkan dengan pejabat atau pegawai 

negeri yang menyalahgunakan keuangan 

negara, dalam perkembangan saat ini masalah 

korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan 

yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta 

juga korporasi. Hal ini berdampak membawa 

kerugianyang sangat besar bagi keuangan 

negara.
22

 

Sistem hukum pidana di Indonesia pada 

dasarnya hanya menganut sistem 

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan 

yang bersifat individual, yang artinya bahwa 

pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat 

dikenakan terhadap seseorang yangbenar-

benar melakukan tindak pidana. Namun, 

berhubung denganadanya perkembangan 

dalam hukum pidana yang telah menentukan 

korporasi sebagai subjek hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum, maka 

timbul suatu kebutuhan mendesak terhadap 

perubahan sistem dalam hukum pidana itu 

sendiri, karena sebelumnya hukum pidana di 

Indonesia hanya menentukan manusia alamiah 

sebagai subjek hukum. 

Perubahan ini, pada dasarnya didasarkan 

pada kompleksitas dunia usaha yang semakin 

                                                           
22

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2005, hal. 1 

rumit dan berkembang, dimana eksistensi 

korporasi sudah mulai dikenal luas dan 

aktivitasnya sudah mulai meresahkan dan 

mengganggu kepentingan masyarakat dan 

negara, bahkan sudah mulai merugikan 

keuangan negara. 

Pergeseran pertanggungjawaban individu di 

dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi pertanggungjawaban pidana 

korupsi terutama masalah pembayaran uang 

pengganti dan atau pengembalian asset yang 

sering disertakan dalam putusan hakim 

terhadap terpidana selain pidana penjara dan 

denda, harus pula ditanggung oleh ahli waris 

terpidana. Terlebih-lebih apabila terpidana 

meninggal dunia melahirkan suatu pandangan 

mengenai dimensi penyertaan pidana yang 

lain.
23

 

Hal ini berbeda dengan aturan umum dalam 

KUH Pidana yang menggugurkan 

pertanggungjawaban pidana terpidana yang 

meninggal dunia serta menarik ahli waris dalam 

dimensi penyertaan sebagaimana dimaksudkan 

oleh pembantuan dalam penyembunyian hasil 

korupsi yang dipahami sebagai accessories after 

the fact yang tidak diatur dalam KUHP tetapi 

diatur dalam UUTPK secara tidak jelas dan 

rumusan penyertaan pembantuan tindak 

pidana korupsi bahwa pembantuan tindak 

pidana korupsi setelah selesai termasuk 

penyertaan pidana (deelneming), sedangkan 

Pasal 56 KUHP tidak mengaturnya, kemudian 

Pasal 18 UUTPK hanya bersifat keperdataan, 

sedangkan TPK sebagai predicate crime dalam 

dimensi tidak pidana pencucian uang diatur 

oleh undang-undang tersendiri.
24

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan ajaran penyertaan terhadap 

pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 

ayat (1) diterapkan terhadap:Pelaku 

materil yang melakukan perbuatan 

korupsi secara tidak utuh (tidak 

sempurna). Pejabatpublik yang 

mengetahui dan atau menyetujui 

terjadinya tindak pidana korupsi.Pelaku 

                                                           
23

Ibid, hal. 175 
24

Ibid, hal. 175 
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materil dan pemegang kedudukan swasta 

yang bersama-sama melakukan tindak 

pidana korupsi dengan pejabat publik. 

Korporasi yang terlibat dalam tindak 

pidana korupsi karena berbagai bentuk 

penyertaan seperti doenplegen, 

medeplegen, uitlokken memiliki 

keterbatasan untuk diterapkan dalam 

tindak pidana korupsi dengan modus 

operandi yang kompleks atau rumit. 

2. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak 

pidana korupsi dilakukan dengan 

memperluas ajaran penyertaan dalam 

Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep 

knowledge dan agreeing pada konsep 

participation yang berasal dari Common 

Law System berdasarkan konvensi 

internasional (UNCATOC 2000 dan 

UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep 

participation dalam hal ini konsep 

complicity mengenai actus reus dan 

mensrea.  

 

B. Saran 

1. Sebagai penyempurnaan Pasal 15 UUPTPK 

maka dalam Rancangan UUPTPK harus 

memformulasikan bentuk penyertaan yang 

diperluas jangkauannya untuk menarik 

pertanggungjawaban pidana pejabat publik 

dan swasta, baik yang melakukan korupsi 

secara bersama-sama, maupun atasan yang 

tidak melakukan upaya pencegahan suatu 

�]v��l� �]��v�� l}�µ��]� ���Z����� ^��Á�Z�v�

o�vP�µvP_X 

2. Dalam Rancangan UU PTPK perlu 

dirumuskan perluasan konsep ajaran 

penyertaan berkaitan dengan mensrea 

seperti knowledge (pengetahuan), agreeing 

(persetujuan), canceling dan procuring 

dalam tindak pidana korupsi. 
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